BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR: \4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa dokumen rencana strategis perangkat daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2019- 2024,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur
perangkat daerah, adanya Peraturan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, serta adanya komitmen Daerah yang
tertuang dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diubah; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah atas Peraturan
Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2019-2024.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah...
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Sumatra Selatan Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatra
Selatan (Lembar Daerah Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2019
Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-
2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2013 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah...
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2022 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 59

Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah menjadi sebagai berikut:

(1)
(2]
2. Ketentu
(1)
(2)

Pasal 2

Perubahan Renstra PD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2019 - 2024 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima)
tahun Perangkat daerah sebagai Penjabaran dari Perubahan
RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 - 2024.

T r

Perubahan Renstra PD Kabupaten Ogan Komering Iir Tahun
2019 - 2024 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) PD tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

uan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Renstra PD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2019 - 2024 di tetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir.
Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra PD sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal...
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3. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyusunan Perubahan Renstra PD sebagaimana pada pasal 3 ayat
(2), harus mempedomani dan mengacu pada:

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun

2019 - 2024,

Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD provinsi;

RTRW kabupaten /kota;

Hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

5. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tingkat
Kabupaten

AW

4. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi
maupun tingkatan pemerintahan.

b. Penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2019-2024 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

S. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi sebagai berikut:

——
[
—

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

perkembangan keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi
BAPPEDA

Perubahan Renstra PD dilakukan sekurang — kurangnya adanya
perubahan  tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan jika adanya
Penambahan kegiatan baru dalam RKPD.

Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam
RKP/RKPD Provinsi, Renstra tidak perlu dilakukan perubahan.

6. Ketentuan pada...



6. Ketentuan pada Lampiran diubah menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir Nomor 59 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung

pada tanggal 3¢ Aur 2022

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung

pada tanggal 30 Juwi 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022 NOMOR \H



